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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan putusan hakim dalam
menentukan besaran nafkah mut'ah dan natkah 'iddah meskipun perkara memiliki
karakteristik yang relatif serupa. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya ruang
ijtihad hakim dalam mewujudkan keadilan berdasarkan kondisi konkret para pihak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat
kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh melalui
wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, sedangkan data sekunder
diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, putusan
pengadilan, literatur hukum Islam, dan berbagai referensi ilmiah yang relevan. Data
dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola berpikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menentukan kadar
nafkah mut'ah dan nafkah 'iddah tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif,
tetapi juga menggunakan ijtihad berdasarkan fakta-fakta persidangan, seperti
kemampuan ekonomi suami, lamanya perkawinan, kondisi istri, perilaku para
pihak, serta prinsip kepatutan dan keadilan. Perbedaan nominal nafkah dalam setiap
putusan merupakan konsekuensi dari penerapan asas keadilan yang disesuaikan
dengan kondisi konkret masing-masing perkara. Ditinjau dari perspektif maslahah
mursalah, metode ijtihad hakim tersebut mencerminkan upaya mewujudkan
kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak mantan istri
tanpa mengabaikan kemampuan mantan suami, sehingga putusan yang dihasilkan
tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memenubhi nilai keadilan dan
kemanfaatan.

Kata Kunci: [jtthad Hakim, Mut'ah, Nafkah 'lddah, Cerai Talak, Maslahah
Mursalah
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ABSTRACT

The study is motivated by the existence of different judicial decisions in
determining the amount of mut'ah and iddah maintenance despite relatively similar
case characteristics. These differences indicate that judges exercise ijtihad in
achieving justice based on the specific circumstances of each case.

This research is qualitative field research employing a normative juridical
approach. Primary data were collected through interviews with judges of the
Yogyakarta Religious Court, while secondary data were obtained from statutory
regulations, the Compilation of Islamic Law, court decisions, Islamic legal
literature, and other relevant academic sources. The data were analyzed
descriptively using a qualitative approach with inductive reasoning.

The findings indicate that judges determine the amount of mut'ah and iddah
maintenance not only by referring to statutory provisions but also by exercising
ijtihad based on the facts revealed during the trial, including the husband's financial
capability, the duration of the marriage, the wife's condition, the conduct of the
parties, and the principles of fairness and justice. The variation in maintenance
awards reflects the application of justice tailored to the specific circumstances of
each case. From the perspective of maslahah mursalah, the judges' ijtihad
demonstrates an effort to achieve public benefit by protecting the rights of former
wives while taking into account the financial capacity of former husbands.
Consequently, the judicial decisions provide not only legal certainty but also justice
and social benefit.

Keywords: Judicial [jtihad, Mut'ah Maintenance, 'lddah Maintenance, Divorce by
Repudiation, Maslahah Mursalah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
dari Bahasa Arab ke dalam Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin
dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Kepuusan Bersama
Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
: Tidak . .
)
Alif dila: b tidak dilambangkan
< Ba B Be
. Ta T Te
= Sa S es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
: Ha h ha (dengan titik di bawah)
< Kha Kh ka dan ha
. Dal D De
2 Zal V4 zet (dengan titik di atas)
D Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es




o Syin Sy es dan ye
- Sad s es (dengan titik di bawah)
L Dad d de (dengan titik di bawah)
L Ta ¢ te (dengan titik di bawah)
1L Za . zet (dengan titik di bawah)
d “ain koma terbalik (di atas)
d Gain G Ge

- Fa F Ef

S Qaf Q Ki

< Kaf K Ka

J Lam L El

¢ Mim M Em

o Nun N En

S Wau W We

A Ha H Ha

g Hamzah ‘ Apostrof

¢ Ya Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Ditulis

muta’addidah

Ditulis

‘iddah
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C. Ta’ Marbitah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

S Ditulis hikmah

e Ditulis illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

o Y1 Al S ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbiitah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

Py Ditulis Zakah al-Fifri

D. Vokal Pendek

1. — N Fathah ditulis a
2. e Kasrah ditulis i
3. e Dammah ditulis u
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E. Vokal Panjang

! Fathah + alif ditulis a

: Olaatu) ditulis Istihsan
) Fathah + ya’ mati ditulis a

: ] ditulis Unsa

Kasrah + ya’ mati ditulis 7

3 Sl ditulis al- Alwani
4 Dammah + wawu mati ditulis i

: psle ditulis ‘Uliim

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati ditulis ai

L. pb e ditulis Gairihim
Fathah + wawu mati ditulis au

2. Jsd ditulis Oaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof
.~.ﬁ o -
A Ditulis 4 antum
- J‘;i o 0
& Ditulis Widdat
e Pjtpdis la’in syakartum

H. Kata Andang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

VAl Ditulis Al-Qur’an

ol Ditulis al-Qiyas
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2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

Al )l Ditulis ar-Risalah

cLuall Ditulis an-Nisa’

Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

Jalil Ditulis Ahl ar-Ra’yi
Jaldi Ditulis Ahl as-Sunnah
. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan
sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

c. Nama Pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad
Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,

Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR

S e (a5 dlaans sdeal (el 5 daliall $8a aliady g cclallall A5 4lesiy A1 4l daall
o3 ladll Ly s ialed cal el 5 Y oan y W) Al Y () 2l 5 e m s Ly omy LS 48 1S Jlaa Lk
Sles e by alus Jom agll) cgpallall dos 5 & ganall cal gus ) 5 o0 Trana Lapas O 231 5 ¢l

Ll s () Gleals agass (a5 danaa g 4ll
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum dan
perilaku makhluk ciptaan tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia
ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi
berikutnya.'

Hukum [slam memberikan pengertian perkawinan yang dalam bahasa islam
disebut pernikahan dengan dua pandangan, yaitu secara luas maupun secara sempit.
Pernikahan secara luas sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosi dan seksual yang
sah guna memperoleh keturunan dan sebagai fungsi sosial. Sedangkan pernikahan
secara sempit seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
menyebutkan dalam Pasal 2 bahwa “Pernikahan merupakan suatu akad yang sangat
kuat atau mitsagan ghalidzan untuk menaati perintah Allah SWT dan
melaksanakannya merupakan ibadah.”?

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan ‘“Perkawinan

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

! Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, (Yogyakarta: Pustaka
Baru Press, 2016), him. 49.

2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), him. 41.



dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.?

Tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga.
Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk
sosial dan merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah,
ibu, dan anak. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku
untuk seluruh rakyat Indonesia menyatakan bahwa setiap perkawinan harus
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan INPRES Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam realita kehidupan sehari-hari, tujuan
ideal dalam sebuah perkawinan adalah untuk mewujudkan sebuah keberlangsungan
kehidupan keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan akan bertahan sampai
akhir hayat, serta untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik seperti yang
diharapkan. Perkawinan pada kenyataanya seringkali kandas ditengah jalan yang
mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian atau
karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh
undang-undang. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sendiri tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus dan

perkawinan itu putus berdasarkan pasal UUP dan di dalam Kompilasi Hukum Islam

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.



(KHI) Pasal 113, “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas
keputusan pengadilan.” 4

Talak (perceraian) menurut bahasa arab adalah “melepaskan ikatan”, yang
dimaksud ikatan disini ialah melepaskan ikatan perkawinan. > Sebagaimana firman

Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2) : 2316
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Perceraian merupakan kata dalam bahasa Indonesia yang umum dipakai
dalam pengertian yang sama dengan talak, talak dari kata “ithlag” yang artinya
melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya melepaskan
ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan
perkawinan artinya bubarnya hubungan suami istri.’

Menurut pandangan Islam, perceraian dibenarkan atas dasar keyakinan hati
setelah keputusan dipertimbangkan secara bulat dengan alasan-alasan yang bersifat
darurat. Sesuai dengan pedoman syariat, perceraian adalah cara yang sah untuk
memutuskan  perkawinan.  Rasulullah SAW  mengingatkan  meskipun

diperbolehkan, namun Allah SWT membenci perbuatan ini. Karena perceraian

4 Aziah Risma Jeria, Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Hak Asuh Anak akibat
Perceraian, jurnal serambi hukum Vol. 08 No. 2 Agustus 2014-januari 2015, him. 47.

5 Sulaiman Rasyid, Figh Islam (Bandung: Sinar Baru Algresindo, cet 37, 2004), hlm. 401.

® Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: PT
Sygma, 2014), QS. Al-Baqarah (2) : 231.

7 Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, (Yogyakarta: Pustaka
Baru Press, 2016), hlm. 104-105.



sangat beresiko dan berdampak buruk bagi keluarga, oleh karena itu Rasulullah
SAW mengajarkan agar keluarga muslim sebisa mungkin untuk mencegah
perceraian.’

Akan tetapi, perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis yang
menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan saat rumah
tangga sudah tidak terjalin keharmonisan dan tidak dapat dipertahankan lagi,
alternatif tersebut menjadi jalan penyelesaian terakhir dalam menghadapi
problematika yang dialami dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Islam
memberikan solusi dengan melakukan perceraian melalui penetapan talak untuk
melepaskan dan memutuskan ikatan perkawinan.’

Di Indonesia permasalahan putusnya hubungan perkawinan telah diatur
dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 seperti
penjelasan di atas. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat 1 mengatakan bahwa
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.!®
Dari kutipan Pasal 39 ayat 1 ini bisa dipahami bahwa seseorang tidak bisa dikatakan
putus pernikahannya kecuali setelah pengucapan ikrar talak yang dilakukan di

depan persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama yang berwenang.

8 Satria Effendi, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Prenada Media Group,
2010), him. 48.

® Amir Nuruddin, dkk. Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004),
hlm. 208.

19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39
ayat 1.



Ketika terjadi perceraian antara suami istri, dalam Undang-undang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam Pasal 41 huruf (c) bahwa
pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.!!

Nafkah merupakan suatu hal kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami
sebagai pemimpin rumah tangga terhadap istrinya. Hal ini diterangkan dalam
firman Allah SWT di Surah At-Thalaq (65): 7'? yaitu :
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Ayat di atas dapat dipahami sebagai bentuk konsekuensi kewajiban seorang
suami untuk bertanggung jawab menafkahi istrinya, dengan kadar nafkah sesuai
dengan kemampuan suami tetapi juga tidak meremehkan atau merendahkan
istrinya.

Kata nafkah secara bahasa berasal dari bahasa Arab anfaga - yunfiqu -
nafagatan yang berarti mengeluarkan.'> Sedangkan menurut syariat, para ulama
menyebutkan bahwa natkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi

tanggungan baik berupa makanan, lauk, pakaian, dan tempat tinggal.'*

' Undang-undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41
huruf c.

12 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: PT
Sygma, 2014), QS. At-Thalaq (65) : 7.

13 Maharati Marfuah, Hukum Figh Seputar Nafkah, (Lentera Islam, 2020), hlm. 6.

1 Ibid., hlm. 8.



Dalam Al-Qur’an hak istri untuk mendapatkan nafkah pasca percerian juga
telah disebutkan dalam Surah At-Thalaq (65) : 6 '°
dea @Vl (S Ol 5 Ogale izl (g Ll Vg aSaa s (e TS Cus (e (8 53S0
8 g yran aShn | pal g 8 gl O S WST i )l U Gelas ey (s Geale | gaild

AN Al g jind o3 et Gl

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para
suami yang menceraikan istrinya untuk tetap memberikan nafkah dan tempat
tinggal sebagaimana yang telah tertuang dalam KHI Pasal 149.

Pemberian mut'ah dan natkah '‘%ddah pasca perceraian sering dijadikan
tolak ukur sensitivitas jender hakim dalam penyelesaian perkara perceraian. Namun
sesuai dengan perkembangan pemikiran dewasa ini para hakim memberikan
penekanan terhadap nafkah '‘iddah yang semula hukumnya sunnah artinya tidak
mewajibkan harus dilaksanakan ditingkatkan hukumnya menjadi muakkadah yaitu
wajib dilaksanakan seperti halnya shalat jum'at. Demikian hukum dalam
memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi
Hukum Islam. Ketentuan pemberian mut'ah yang dulunya bersifat non-impratif
(ghoiru muakkadah), ditingkatkan menjadi semi impratif (muakkadah). Dengan
cara itu maka dalam setiap perkara permohonan cerai, suami disyaratkan secara
mutlak untuk membayar uang kompensasi ini kepada pihak isteri setelah perceraian

terjadi.!® Akan tetapi jika putusnya suatu perkawinan disebabkan istri yang nusuz

15 QS. At-Thalaq (65) : 6

16 Arskal Salim, dkk, Demi Keadilan dan Kesetaraan Dokumentasi Program Sensitivitas
Jender Hakim Agama di Indonesia, (Tangerang Selatan: PUSKUMHAM UIN Jakarta & The Asia
Foundation), hlm. 65.



maka ia tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 149
Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai kadar mut’ah yang diberikan oleh suami, Dalam kitab A/-Mizan
Al-Kubra karangan Imam Asy-Sya'rani mengutip pendapat Imam Abu Hanifah
tentang ukuran atau kadar mut'ah itu diperkirakan dengan tiga kain yakni, rompi,
khimar dan jubah”. Imam Syafi'i berpendapat bahwa mut'ah dianjurkan supaya
tidak kurang dari tiga puluh dirham. Sementara pendapatnya Imam Ahmad
mengatakan bahwa mut'ah diperkirakan dengan kain yang boleh digunakan
perempuan ketika sholat yakni dua pakaian, rompi (baju pelindung) dan khimar. Di
dalam salah satu riwayatnya yang shohih Imam Syafi'i dan Imam Ahmad juga
berpendapat bahwa kadar mut'ah ini diserahkan kepada ijtthad Hakim dengan
pengetahuannya.'’

Hakim yang merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang
oleh undang-undang untuk mengadili. Oleh karena itu, hakim memiliki
kewenangan penuh untuk melakukan ijtihad pada saat memutuskan perkara, seperti
halnya dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah '‘iddah. Meskipun tidak ada
dalam tuntutan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk
memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi

mantan istrinya.'® Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif

17 Imam Asy-Sya'rani, Al-Mizan Al-Kubra, (Dar al-Fikr, Beirut, 1995), him. 239

18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41
hurufc.



dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan
perkara.

Dalam melakukan ijtihad untuk menggali suatu hukum mengenai suatu
perkara, khususnya perkara cerai talak, hakim dituntut untuk menentukan kadar
mut’ah dan nafkah ‘iddah yang wajib diberikan mantan suami kepada mantan isteri
yang diceraikan. Hal ini krusial karena berimplikasi pada nasib isteri selama
menjalani masa ‘iddah. Karena pada kenyataanya, suatu perceraian ketika sudah
diputus oleh Pengadilan, tidak meredakan konflik yang terjadi antara kedua belah
pihak. Oleh karena itu, meskipun isteri tidak melakukan suatu tuntutan, maka hakim
karena jabatannya memiliki hak ex officio (hak karena jabatan) yang dapat
digunakan untuk menentukan kewajiban kepada suami dalam rangka mewujudkan
keadilan, kemaslahatan bagi semua pihak, terumata untuk menjamin kehidupan
isteri pasca perceraian.

Dalam perkara perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Yogyakarta
penulis menemukan beberapa kasus perceraian yang mana dalam putusannya
hakim berdeda-beda dalam menentukan kadar natkah mut’ah dan natkah ‘ddah.
Terdapat putusan yang kadar natkah mut’ah dan ‘iddah sesuai dengan tuntutan
(Putusan No 612/Pdt.G/2024/PA.YK) dan putusan yang kadarnya lebih kecil dari
apa yang tuntutkan (Putusan No 403Pdt.G/2025/PA.YK).

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas, penulis merasa
tertarik dan perlu untuk meneliti dan menganalisis ijtihad hakim di Pengadilan
Agama Yogyakarta dalam menentukan kadar natkah mut’ah dan nafkah ‘%ddah.

Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “IJTIHAD HAKIM DALAM



MENENTUKAN KADAR NAFKAH MUT’AH DAN NAFKAH °‘IDDAH

(STUDI PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka agar

penelitian terarah dan sistematis serta tidak keluar dari batasan pembahasan, penulis

merumuskan rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1.

Bagaimana metode ijtihad yang dilakukan hakim Pengadilan Agama
Yogyakarta dalam menentukan kadar nafkah mut’ah dan nafkah ‘iddah?
Faktor apa saja yang mempengaruhi hakim dalam berijtthad menentukan

kadar nafkah mut’ah dan nafkah ‘iddah?

. Bagaimana prespektif maslahah mursalah terhadap metode ijtihad yang

digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

Untuk mengetahui metode yang dipakai hakim Pengadilan Agama

Yogyakarta dalam menentukan kadar nafkah mut’ah dan nafkah ‘iddah.

. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi ijtihad hakim dalam

menentukan kadar nafkah mut’ah dan nafkah ‘iddah.

. Untuk mengetahui prespektif maslahah mursalah terhadap metode ijtihad

yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta
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Penulis berharap penelitian ini memeiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah
khazanah keilmuan atau sumbangsih pemikiran khususnya di bidang
Hukum Keluarga Islam dan dapat mendapatkan titik terang mengenai
penentuan nafkah mut’ah dan nafkah ‘iddah serta dapat menjadi referensi
penelitian yang sejenis selanjutnya.

2. Secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
pertimbangan atau acuan dalam menghadapi permasalahan seperti yang
penulis teliti sehingga seterusnya dapat memberikan dampak positif

terhadap masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan guna mengetahui perbedaan penelitian yang
penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada
sebelumnya. Selaitu itu juga dapat dijadikan sumber referensi karena penelitian ini
saling berkesinambungan. Namun, sejauh ini penulis tidak menemukan penelitian
yang sama atau serupa dengan apa yang penulis teliti sehimgga penulis akan
memaparkan penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan
dilakukan oleh penulis.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muchammad Qosim Al-Faizi berjudul

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Problematika Pembayaran Nafkah
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‘iddah dan Mut’ah (Studi Putusan Nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.BTL)”.!? Penelitian
tersebut menjelaskan bagaimana penulis meninjau dengan hukum islam mengenai
terobosan hukum atau solusi hakim dalam menentukan pembayaran nafkah ‘iddah
dan mut’ah.

Kedua, skripsi oleh Musfira Rahmi yang berjudul “Tinjauan Yuridis
Terhadap Putusan PA Lubuk Sikaping Nomor : 156/Pdt.G/2018/PA.LBS Tentang
Nafkah ‘iddah dan Mut’ah Cerai Talak”.?* Penelitian tersebut bertujuan untuk
mengetahui pertimbangan hakim mengenai pembebanan mut’ah dan nafkah ‘iddah
pada perkara cerai talak dengan berfokus terhadap putusan nomor
156/Pdt.G/2018/PA.LBS tentang putusan cerai talak tanpa putusan pemberian
nafkah ‘iddah dan mut’ah.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Aisyah Putri Natasya Indarti dengan judul
“Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah ‘ddah, Natkah Mut’ah, Dan
Nafkah Anak Pasca Cerai Talak Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam Di Pengadilan
Agama Kabupaten Kediri”. Hasil penelitian tersebut adalah cara hakim dalam
berijtihad untuk menentukan kadar nafkah pasca cerai talak yaitu dengan berijtihad
dari hukum Islam yang ada serta mengkaji fakta persidangan seperti lama masa

‘iddah, kemampuan ekonomi suami, lama perkawinan, usia anak, pendidikan anak,

1 Muchammad Qosim Al-Faizi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian
Problematika Pembayaran Nafkah “iddah dan Mut’ah (Studi Putusan Nomor : 901/Pdt
.G/2018/PA.BTL)” Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga, 2020).

20 Musfira Rahmi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan PA Lubuk Sikaping Nomor :
156/Pdt.G/2018/PA.LBS Tentang Nafkah ““iddah dan Mut’ah Cerai Talak™ Skripsi, (UIN Sunan
Kalijaga, 2021).
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kesalahan salah satu pihak (seperti nusyuz pada perkara diatas). Agar menemukan
jumlah nominal yang adil bagi kedua belah pihak.?!

Keempat, skripsi karya Atika Agustina yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah ‘iddah Dan
Mut’ah” yang berisi tentang tinjauan hukum islam terhadap pertimbangan hakim
dalam  memutuskan  nafkah  ‘iddah  dan mutah pada  putusan
No.624/pdt.g/2020/pa.prw yaitu ditinjau melalui hukum Islam, dalam menentapkan
jumlah nafkah pasca perceraian untuk istri, hakim Pengadilan Agama Pringsewu
telah melakukan pertimbangan kemaslahatan kedua belah pihak yang berperkara.?

Kelima, adalah jurnal berjudul “Pemberian Mut’ah dan Nafkah ‘%ddah
Dalam Perkara Cerai Gugat” yang ditulis oleh Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan
Siti Anisah*’. Dalam jurnal tersebut fokus terhadap putusan hakim menghukum
tergugat untuk membayar kepada penggungat natkah ‘%ddah dan natkah mut’ah
secara ex officio dimana penggugat dalam petitumnya tidak memohon untuk

diberikan mut’ah dan nafkah ‘iddah tetapi diberikan oleh hakim.

Keenam, adalah jurnal yang ditulis oleh Bagus Ramadi dengan judul

“Pembebanan Nafkah ‘“ddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Gugat dengan Putusan

2L Aisyah Putri Natasya Indarti, “Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah “‘iddah,
Nafkah Mut’ah, Dan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam Di
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri” Skripsi, (IAIN kediri, 2025).

22 Atika Agustina, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim Dalam
Menentukan Nafkah “iddah Dan Mut’ah” Skripsi, (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

2 Heniyatun, dkk. “Pemberian Mut’ah dan Nafkah “‘iddah Dalam Perkara Cerai Gugat”
Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol 21, No.1, Special Issue 2020.
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Verstek (Analisis Putusan PA. Sei Rampah No: 991/Pdt.G/20122/PA.SRH)"*.,
dalam penelitian tersebut, permasalahan yang ditulis sama seperti jurnal yang
ditulis oleh Heniyatun dkk, yaitu Hakim membebankan nafkah ‘iddah dan mut’ah
terhadap pihak suami meskipun perceraian yang terjadi adalah cerai gugat dan yang
menjadi perbedaan dengan jurnal yang ditulis heniyatun dkk adalah perceraian

dilakukan secara verstek .

Ketujuh, artikel jurnal yang ditulis oleh Devi Yulianti dkk dengan judul
“Pembebanan Mut’ah Dan Naftkah °‘%ddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan
Putusan Verstek”. Dalam jurnal tersebut berisi tentang pertimbangan para hakim
mengenai pembebanan mut’ah dan nafkah ‘iddah pada perkara cerai talak dengan
putusan verstek dengan mempertimbangkan: a) secara yuridis yaitu berdasarkan
Undangundang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia. b) berdasarkan dalil Al-Quran tentang kewajiban
memberikan mut’ah dan natkah ‘9ddah kepada mantan istri. ¢) berdasarkan kondisi

sosial para pihak.?

. Kerangka Teori

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai asumsi

dan penjelasan terhadap penelitian yang dikaji. Secara garis besar kerangka teori

24 Bagus Ramadi, Pembebanan Nafkah “iddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Gugat
Dengan Putusan Verstek, al-usrah : jurnal al ahwal as syakhsiyah vol. 10, no. 1, juni 2022.

5 Devi Yulianti dkk, “Pembebanan Mut’ah Dan Nafkah ¢ ““iddah Pada Perkara Cerai Talak
Dengan Putusan Verstek”. Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, Desember 2020.
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merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang disebutkan

sebagai keterangan atas suatu peristiwa. Dalam penelitian ini teori yang digunakan

oleh penulis adalah sebagai berikut :

1.

Kepastian Hukum

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat
dijadikan pedoman bagi masyarakat. Kepastian hukum adalah jaminan
bahwa hukum itu dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat
memperoleh haknya serta putusan dapat dilaksanakan. Tanpa adanya
kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuat dan akhirnya
timbullah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan
menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum.?$

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan
sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang
baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum
dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan
berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat
menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu

peraturan yang harus ditaati.?’

26 Mario Julyani dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian

Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum” Jurnal Crepido, Vol. 01:01, (juli 2019),

hlm. 15.

23.

27 Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), him.



15

Dengan demikian dapat dipahami bagwa produk hukum harus
memiliki sumber yang jelas dan kuat. Agar dalam menghasilkan peraturan
yang absolut dan dapat diterima di kalangan masyarakat umum.

2. Maslahah Mursalah

Maslahah merupakan salah satu metode penetapan hukum syara’
yang digunakan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada
aspek mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan kemadharatan dalam
pengambilan keputusan hukum. Namun setiap maslahah yang bertentangan
dengan Al-Qur’an, Sunnah, atau I[jma’ bisa menjadi batal dan harus dibuang
jauh-jauh. Alasanya adalah untuk menjadikan maslahah sebagai metode
penetapan hukum syara’, setiap kemaslahatan tersebut hendaknya tidak
bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal
sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh banyak
orang. Dengan kata lain, jika tidak memenuhi ketentuan diatas tadi maka
dengan sendirinya maslahah itu menjadi mulghah atau tertolak.”®

Secara etimologi (bahasa), istilah 4slas “mashlahah” berasal dari
kata shalaha-yashluhu-shalahan yang berarti sesuatu yang baik, patut, dan
bermanfaat. Shalaha adalah (4slws) “mashlahah™ yang berarti ( adic)
“kegunaan”, bentuk lawan kata dari kegunaan adalah ( 3as8) yang artinya

adalah kerusakan. Seiring dengan berkembangnya zaman, kata islas

28 Risdianto, Maslahah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14
Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19, Misykat Al-
Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat vol. 4, No. 1,2021. hlm. 82.
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“maslahah” telah dibakukan kedalam bahasa Indonesia menjadi kata
“maslahat” yang artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau
membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut akar katanya
yang berasal dari Bahasa Arab, kata mashlahah yang dirumuskan dari kata
ashlaha-yushlihu-ishlahan. Sedangkan isim -nya adalah mashlahatan, yang
berarti membawa kepada kebaikan. Kebalikan dari kata mashlahah adalah
mafsa-dah, yang berarti membawa kepada kebu-rukan. Secara istilah
mashlahah berarti se-suatu yang mendatangkan kepada kebaikan,
keselamatan, kefaedahan, kegunaaa, dan manfaat bagi manusia.>’

Maslahah Mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya
dalam bentuk sifat-maushuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan
bahwa ia merupakan bagian dari 4/-Maslahah.*® Ada beberapa rumusan
definitif yang berbeda tentang maslahah mursalah ini, namun masingmasing
memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya.

Taufiq Yusuf al-Wa’i dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa
setiap sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara
mencari faedah faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara
menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat

dikategorikan sebagai maslahah. Berdasarkan penelusuran ini, maka dapat

? Risdianto, Maslahah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14
Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19, Misykat Al-
Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat vol. 4, No. 1, 2021. hlm. 83

30 Khutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008), him. 199.
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disimpulkan bahwa secara bahasa, makna maslahah adalah setiap kebaikan
(al-khair) dan manfaat (al-manfa‘ah).

Husain Hamid Hassan, dalam bukunya Nazariyyah al-Maslahah,
berpendapat bahwa maslahah dilihat dari sisi lafaz maupun makna itu
identik dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang di dalamnya
mengandung atau mendatangkan manfaat. Ahmad ar-Raisuni dalam
bukunya Nazariyah al-Maqasid ‘inda al-Imam asy-Syatibi mencoba
memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna
maslahah itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudaratan.
Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat disini adalah ungkapan
kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang
dimaksudkan dengan kemudaratan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja
jalan menuju kepada kesakitan. Ibn *Abd as-Salam, kata Ahmad ar-Raisuni,
membagi maslahah ada empat, yaitu kenikmatan, sebab-sebab kenikmatan,
kebahagiaan dan sebab-sebab yang membuat kebahagiaan.’!

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf, Maslahah Mursalah
adalah maslahah dimana syar’i tidak mensyariatkan hukum untuk
mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas

pengakuannya atau pembatalannya®? atau juga bisa diartikan dengan

31 Khodijah Ishak, Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah
Mursalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, Dosen STIE Syariah
Bengkalis, hlm. 3-4

32 Abdul Wahab Khallaf, /lmu Ushulul Figh, terj. Noer Iskandar Al-Bansary, Kaidahkaidah
Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.
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sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk
merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung
maupun yang menolaknya.*?

Dengan definisi tentang maslahah mursalah di atas, jika dilihat dari
segi redaksi memang terlihat adanya perbedaan, tetapi jika dilihat dari segi
isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan
hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur’an
maupun As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau
kepentingan hidup manusia yang menitik beratkan pada asas menarik
manfaat dan menghindari kerusakan.

Maslahah ~ Mursalah  sebagai  metode  hukum  yang
mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara
umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain
maslahah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun
tetap terikat pada konsep syari’ah yang mendasar. Karena syari’ah sendiri
ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum
dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadharatan
(kerusakan).** Menurut Amir Syarifuddin ada 2 bentuk maslahah, yaitu :

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia
yang disebut jalb almanafi’ (membawa manfaat). Kebaikan dan

kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang saat melakukan

33 Musnad Razin, Ushul figh I, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), hlm. 125.

3% Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Figh, terj. Saefullah Ma’shum, Ushul Figih, (Jakarta:
Pustaka Firdaus, Cet 9, 2005), hlm. 426.
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sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan
kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau
dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat).
Segala perintah Allah SWT berlaku untuk mewujudkan kebaikan
dan manfaat seperti itu.
. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang
disebut dar’u almafasid. Kerusakan dan keburukan pun ada yang
langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang,
ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan
perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah
kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang
berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit
gula.
Kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, Menurut al-Syatibi
ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu :
1. Al-Maslahah al-Dharuriyyah
Adalah kepentingan-kepentingan yang esensial dalam
kehidupan atau bisa disebut juga dengan kepentingan primer.
Jika tidak terpenuhi maka manusia di dunia maupun di akhirat
akan terancam. seperti memelihara agama, memelihara jiwa,
akal, keturunan, dan harta. Kelima hal itu disebut A/-
Dharuriyyat Al-Khamsah (dharuriyat yang lima). Kelima

dharuriyat tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri
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manusia. Oleh karena itu, Allah SWT melarang melakukan
perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah

satu dari lima dharuriyat itu.

. Al-Maslahah al-Hajiyyah

Yaitu kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya
almaslahah al-daruriyyah atau bisa disebut juga dengan
kepentingan sekunder. Diperlukan dalam kehidupan manusia
agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak
terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan,
hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran
baginya. Seperti hukum islam memberikan rukhsah
(keringanan) terhadap seseorang yang sedang berperjalanan jauh
dalam bulan Ramadhan dan diperbolehkan untuk tidak berpuasa

akan tetapi tetap menggantinya di hari lain.

. Al-Maslahah al-Tahsiniyyah

Adalah kepentingan-kepentingan pelengkap atau disebut
juga dengan kepentingan tersier. jika tidak terpenuhi maka tidak
akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia
tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau
hiasan hidupnya. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai
penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya dan

bersifat pelengkap dalam kehidupan manusia, yang
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menitikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam
kehidupan. Dapat berupa hal-hal yang merupakan kepatutan
menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak
dipandang mata, dan berhias sesuai dengan tuntutan norma dan

akhlak.>?

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh hasil penelitian yang objektif, metode penelitian
digunakan sebagai sarana untuk memperoleh data, mengolah data, dan
menghasilkan kesimpulan penelitian yang sesuai dengan standar penelitian
akademik. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian
lapangan (field research). Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif
instrumennya adalah orang atau human instrument.’® Penelitian ini
dilakukan dengan menggali data dan informasi yang ada dilapangan
secara langsung dengan subjek para Hakim Pengadilan Agama
Yogyakarta. Selain melakukan penelitian lapangan, penelitian ini juga

didukung dengan penelitian pustaka atau disebut juga dengan library

35 Khadijah Ishak, Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah dan Implementasinya
Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah, Dosen STIE Bengkalis, him. 5

3¢ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2013), him. 8.
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research dimana sumber-sumber pustaka yang relevan dengan judul
penelitian dijadikan sebagai sumber literatur penelitian.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatif karena penelitian ini merupakan
kerangka berpikir yang menekankan pada pemahaman mengenai
masalah-masalah dalam kehidupan sosial yang menghasilkan data
deskriptif analisis yaitu berupa pemaparan dalam bentuk kata-kata
bukan berbentuk angka-angka. Dalam proses memperoleh data yakni
dengan cara mengolah hasil observasi serta wawancara yang mendalam
pada pihak terkait.” Dalam hal ini penulis akan memaparkan tentang
ijtihad hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menentukan kadar
nafkah mut’ah dan nafkah ‘iddah.
3. Pendekatan Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode
pendekatan yuridis-normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa
yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum
dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan
berperilaku manusia yang dianggap pantas.*® Penelitian hukum normatif

ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu

37 Basrowi, M.Pd. dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka
Cipta,2008), hlm. 1.

38 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. Ke-3 (Jakarta: UII Press, 1986),
hlm. 20.
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penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan
Sumber Data
Menurut Moleong sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto
dalam bukunya Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik,
mengemukakan bahwa sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan
yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan
benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna
yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.*”
Pada penelitian ini, sumber data yang penulis dapatkan berasal dari data
primer dan sekunder :
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari
lapangan atau lokasi penelitian dengan tujuan tertentu.*’ Dapat
berupa subjek yang memberikan informasi atau keterangan
langsung kepada penulis. Adapun yang menjadi narasumber
dalam penelitian ini adalah hasil wawancara Hakim Pengadilan

Agama Yogyakarta.

39 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka

Cipta, 2013), him. 22.

10

40 Danang Sunyoto, Metode dan Instrumen Penelitian, (Jakarta: Buku Seru, 2013), hlm.
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b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh penulis
yang berasal dari sumber-sumber pustaka, seperti buku, artikel,
jurnal, serta sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan

peneleitian.*!

Dalam skripsi ini yang menjadi data sekunder
adalah data pendukung seperti pendapat para ulama serta referensi

pendukung lainnya yang tentumya berkaitan dengan obyek

pembahasan penulis yaitu mengenai mut’ah dan nafkah ‘iddah.

5. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research
yang didukung dengan studi pustaka, maka metode pengumpulan data
yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara, dan
dokumentasi.

a. Observasi
Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan
jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung secara
sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Menurut
Nasution seperti yang dikutip oleh sugiyono dalam bukunya,
bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.*

Observasi dilakukan langsung oleh penulis dengan cara

4 Ibid., hlm. 10.

42 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2013), hlm. 226.
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mendatangi langsung lokasi penelitian. Objek yang akan

menjadi fokus pengamatan penulis adalah sebuah instansi.

. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk membantu dan melengkapi
pengumpulan data yang tidak dapat diungkap dengan teknik
observasi. Esterberg mengatakan dalam buku Metode
Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D yang dibuat
Sugiyono, bahasa wawancara adalah pertemuan dua orang
untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga
dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.*?
Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan cara
tanya jawab dengan pihak-pihak terkait. Teknik wawancara
yang akan penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin,
artinya penulis akan mengajukan pertanyaan kepada pihak
terkait secara bebas menurut irama dan kebijaksanaan dalam
wawancara, namun masih didalam garis besar kerangka
pertanyaan yang telah penulis persiapkan sebelumnya.
Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan
data melalui dokumen-dokumen tertulis atau elektronik.
Seperti foto, putusan, buku catatan, monografi, transkrip, dan

dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian guna

% Ihid., hlm. 231.
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memperkuat hasil observasi dan wawancara yang dilakukan
penulis
6. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis secara
kualitatif dengan pola berpikir induktif, yaitu dengan cara berpikir dari
hal yang bersifat khusus, kemudian dirunut kepada hal yang sifatnya
umum, serta dibuat kesimpulan terkait permasalahan yang penulis

teliti.*

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memudahkan pembahasan,
maka penulis membagi penyajian skripsi ini ke dalam lima bab dengan sistematika
sebagai berikut:

Bab 1 (Pertama), berisi Pendahuluan. Diawali dengan Latar Belakang
masalah pengangkatan judul skripsi. Selanjutnya Rumusan Masalah guna
membatasi fokus penelitian, dilanjutkan dengan Tujuan dan Manfaat Penelitian
untuk menjelaskan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dari kegiatan
penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan Tinjauan atau Telaah Pustaka yang
berisi sumber-sumber pustaka dari penelitian terdahulu. Selanjutnya Kerangka
Teori yang berisi teori dasar untuk menjadi alat ukur penelitian, yang berguna

untuk mengantarkan maksud yang ingin penulis sampaikan. Metode Penelitian

4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. Ke-3 (Jakarta: UII Press, 1986),
hlm. 22.
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sebagai cara untuk memperoleh kesimpulan yang objektif dari penelitian yang
dilakukan. Dan terakhir Sistematika Pembahasan yang berisi pembagian sub bab
yang memiliki kesinambungan satu sama lain sehingga diperoleh tulisan yang
utuh dan mudah dipahami.

Bab II yaitu landasan teori. Pada bab ini, penulis mengupas tentang cerai
talak, mut’ah dan nafkah ‘iddah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
Urgensi bab ini selain sebagai pengantar dalam memahami istilah-istilah yang
berkaitan dengan judul penelitian, juga sebagai landasan untuk analisis pada bab-
bab berikutnya.

Bab III menjelaskan tentang objek penelitian yang terbagi kedalam
beberapa sub bahasan. Pada sub bahasan pertama, penulis mengupas profil
Pengadilan Agama Yogyakarta yang meliputi sejarah berdirinya Pengadilan
Agama Yogyakarta, wilayah tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama
Yogyakarta dan struktur organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta. Dan
pemaparan hasil wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.
Urgensinya, bab ini merupakan uraian dari data yang diperoleh penulis yang
nantinya akan dianalisis di bab selanjutnya.

Bab IV Analisis Data, yang berisi tentang analisa terhadap ijtihad hakim
dalam menentukan mut’ah dan nafkah ‘ddah dan dasar hukum yang digunakan
dalam menyelsaikan perkara ini. Urgensi dari bab keempat ini adalah sebagai
penjelasan spesifik dari data hasil temuan penulis yang telah diuraikan
sebelumnya secara umum dan mengaitkan penjelasan yang ada dengan referensi

yang dan penelitian sebelumya yang relefan.
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BAB V PENUTUP, bab ini merupakan bab terakhir yang memuat
kesimpulan dari hasil penelitian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya sebagai
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Selain
itu, bab ini juga berisi saran serta harapan penulis terhadap penelitian sejenis yang

dilakukan di kemudian hari.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab

sebelumnya mengenai ijtihad hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam

menentukan kadar nafkah mut’ah dan nafkah iddah, dapat disimpulkan bahwa :

1.

Metode ijtihad Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menentukan
kadar mut’ah dan nafkah ‘iddah tidak hanya berpedoman pada ketentuan
normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, Kompilasi
Hukum Islam, maupun hukum Islam klasik, tetapi juga melakukan ijtihad
hukum dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam
persidangan. Dengan demikian, penentuan besaran nafkah mut’ah dan
nafkah ‘iddah merupakan hasil dari proses penalaran hukum hakim yang
disesuaikan dengan karakteristik setiap perkara, sehingga perbedaan
nominal dalam setiap putusan merupakan konsekuensi dari penerapan asas
keadilan secara kasuistis.

Faktor-faktor yang memengaruhi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta
dalam menentukan kadar nafkah mut’ah dan nafkah ‘iddah ada lima, yaitu
kemampuan ekonomi suami, riwayat pemberian nafkah selama perkawinan,
lamanya usia perkawinan, fakta persidangan, serta besaran mahar. Kelima
faktor tersebut dipertimbangkan secara kontekstual sesuai kondisi para
pihak, dengan kemampuan ekonomi suami sebagai faktor yang paling

dominan, sehingga penetapan kadar natkah dapat mewujudkan keadilan,
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kepatutan, dan keseimbangan serta dapat dilaksanakan oleh pihak yang
dibebani kewajiban.

Metode ijtihad yang digunakan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta
dalam menentukan kadar mut’ah dan nafkah ‘iddah sejalan dengan prinsip
maslahah mursalah. Hal tersebut karena metode ijtihad hakim tidak
bertentangan dengan nash syariat, mengandung kemaslahatan yang nyata,
serta memberikan kemanfaatan bagi para pihak. Dalam menentukan kadar
mut’ah dan nafkah iddah, hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi
suami, kondisi dan kebutuhan mantan istri, riwayat pemberian nafkah
selama perkawinan, kontribusi istri, serta fakta-fakta yang terbukti di
persidangan, sehingga nominal yang ditetapkan dapat disesuaikan dengan
kondisi konkret masing-masing perkara. Dengan demikian, ijtihad hakim
dalam menentukan kadar mut’ah dan nafkah iddah telah memenuhi

prinsip maslahah haqiqiyyah dan maslahah ‘ammah.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan

beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam penerapan dan

pengembangan ijtihad hakim terkait penentuan kadar nafkah mut’ah dan nafkah

‘iddah, yaitu:

1.

Bagi Hakim Pengadilan Agama, dalam menentukan kadar natkah mut’ah
dan nafkah ‘iddah diharapkan dapat terus mengembangkan metode ijtihad

yang mempertimbangkan kondisi konkret para pihak, khususnya
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kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan mantan istri, dengan tetap
berpedoman pada asas keadilan, kepatutan, dan kemaslahatan.

. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, diperlukan adanya
pedoman yang lebih jelas mengenai indikator atau standar dalam
menentukan kadar nafkah mut’ah dan nafkah ‘iddah. Pedoman tersebut
diharapkan dapat menjadi acuan bagi hakim dalam menentukan nominal
nafkah, sekaligus tetap memberikan ruang bagi hakim untuk
menyesuaikannya dengan kondisi masing-masing perkara.

. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian
mengenai ijtthad hakim dalam menentukan kadar natkah mut’ah dan nafkah
‘iddah dengan cakupan yang lebih luas, baik melalui perbandingan putusan
antar Pengadilan Agama maupun dengan menggunakan perspektif hukum
atau teori lainnya, sehingga dapat memperkaya kajian mengenai penetapan

hak-hak perempuan pasca perceraian.
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